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WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR & TAHUN 2005

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2005

WALIKOTA PADANG PANJANG

Menimbang : g:hv;;a ]untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan
Petrll' ; anja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2005, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentan
jabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2005; ®

Mengingat : 1. Undang-undang Nom ah m .
g Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pe bentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daer: insi Sum
ah P
Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962, S ropinsl Sumaters

2. Undang-undang Nomor 12 Tahu . .
n 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nom
If;gz‘bafan Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembar;)rrn (I,)\fé Zam"lt'):llllan
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369); .

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak ibusi
g Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tah
¥ambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tihun Zgol(l)n(Llegr?l‘l,)aqua?ln;\(I)r o
ahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); cgara



10.

11.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea P.erolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688), sebagaimana telah diubah den

gan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lemb
Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988); 6 g (Lembaran

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 385 1); pel, RO P

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286),

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355),

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

12. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2005

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4442);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);




15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4024);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembina;an dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138); ‘

22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

24. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);

25. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun
2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 77);



Menetapkan :

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-
produk Hukum Daerah;

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan

Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2004 Nomor 3 Seri E. 3),

29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 9 Seri A. 1)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2005 °

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2005 terdiri atas :
1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 6.680.600.000,00
b. Dana Perimbangan Rp. 117.579.267.500,00
¢. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. -
Jumlah Rp. 124.259.867.500,00
2. Belanja
APARATUR DAERAH
a. Belanja Administrasi Umum Rp. 15.569.996.137,00
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan Rp. 4.433.099.500,00
c¢. Belanja Modal
Jumlah

Rp. 9.524.184.600.00

Rp. 29.527.280.237,00



PELAYANAN PUBLIK

a. Belanja Administrasi Umum Rp. 58951.9354
b. Belanja Operasi dan ’ 42500
Pemeliharaan R
] p. 10.447.950.796.00
¢. Belanja Modal Rp. 3571 ,
d. Belanja Bagi Hasil dan . 35719.560854,00
Bantuan Keuangan R
an K g p. 8.002.275.200,00
e. Belanja Tidak Tersangka Rp. __1.000.000 000’00
Jumlah -

Rp. 114.121.722.279,00
Surplus/(Defisit) Rp.(19.389.135.016,00)
3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 34.895.309.376,24
b. Pengeluaran

Rp. 15.506.174.360.24
Jumlah

Rp. 19.389.135.016,00
Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan
ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Ditetapkan di Padang /@%g
pada tanggal 2! Februard 2005 M

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 2 Februar 2005 M
12 Mubhaream 1426 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ULIZUL SYUIB

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2005 NOMOR 40SERI A . 2



